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Abstract

The idea of dhaman towards both criminal andjustice victims, from early time, has been
mentioned in the nash of both Al-QuranandAl-Hadith. From the nash, Ulemas haveformu
lated various forms concerning dhaman (compensation). Infact, from early time the Islamic
Jurists have not applied the terms mas'uliyah madaniyahfor justice responsibility, and
mas'uliyah al-jina'iyah for criminal one. Although in its development, up to recent time. Is
lamic Jurists often use the term mas'uliyah that is because of the Western work influences.
Dhaman could occur because ofdeviation on akad (agreement) name^ dhaman al-aqdi, and
could hempen because ofviolation namely dhaman 'udwan. Dharar could occur on physical,
material orthings andservice aspects; andit could also be on moral and emotional destruction or
called dararadabi including name-reputation damage. The standardfor the condensation either
on quality or quantity must be similar to dhaiat sf(fered by the victims. Although in certain
cases, the multiplying compensation mcty happen based on the victims* conation.

sJLa li-jjJ-lj ^Loisl

.oLizjjadI jl OLeAtiiU 0_^a1wL1 gl^Sallj »1 ftUH

01 V) I ^' jl UjUlI ^jjudi ^Vd=u^l 0jaIuAI »1 j Jflil ^jA

4ii)l jj)a3 ^ ^U-1 (J U[ 0jiUJl Liaw

jaJI fcLjl^aVl jijlj ^IJb^Jl^l s-lgflgll

(^Jjdl 2JU- (_5 Lii IpaS" ("aa*!! OLa->" l^L-fc- aSJL*- J OU«iJl

t(^Aji-l (j^j*L*Jl Ct^iLll k_-jbhl J5 ."OljJJtil Obws" IgJLj*-

jjJall" i 5La-*11j iS-JL-JY' S-oLcll jl Ai-,ajl tuli j\j-isVl

01 a^a^I jl AaL^I ^ ^jajy*ds\ .AJVAiuJli o^ImiVIj i^maJIj LjAlil

f Af tz^VL^l (.5^ ^

.^Url jl (^Jxdl ^ a5jL*v» OU-AlJl
Key words: Dhaman, Mas'uliyah Jina'iyah, Mas'uliyah Madaniyah, Dharar

"Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



98 Millah Vol. Vly No. 2, Februari 2007

A. Fendahuluan

Secara kualitatif maupun kuantitatif, pada dasarnya hukum Islam melindungi
setiap individu di tengah masyarakat Peilindungan tersebut meliputi

aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Semua orang diwajibkan untuk
menghormati kelima bak tersebut dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk
memeliharanya. Dalam konteks ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa man qotala nafsan
bigairi najstn awu fasadin fi al-ardh fakaannamd qotala al-ndsa jami'a, juga man qotala
mu'minan khotho'an fatahnm roqobatin mu'minatin wa dijyatun musallamah ild ahliht.

Al-Qut'an juga mewajibkan berlaku add dalam bermuamalah dan berlaku ihsdn
kepada kerabat, tetangga, dan umat Islam secara keseluruhan. Al-Qut'an melarang
makan harta orang lain dengan cara batd, mewajibkan qisas terhadap pelaku
pembunuhan yang zalim untuk menghilangkan t/ij/vyrpada korban: waja^al-usaj^yiatin
sajyiatun misluM, juga famanV tadd 'alaikumfa'tadu 'alaihi hi misli manitada alaikum.
Islam juga meletakkan prinsip-prinsip tanggung jawab seseorang terhadap
perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain: fakullu nafsin bimd kasahat rabinahy
juga iva likulli insanin ma kasaha wa 'alaihi ma iktasaha, serta wald tat^iru wd^ratun
m^a ukhrd dan prinsip-prinsip lainnya yang belum dikenal oleh sistem hukum Barat
kecuali di zaman modem ini.

,Sunnah Nabi pun muncul untuk memperkuat . makna prinsip
pertanggungjawaban tersebut Ditegaskan oleh Nabi Muhammad bahwa al-muslim
akhu al-muslim laya^limuhu walayakhv^luhu. Sunah Nabi juga meletakkan pondasi
kaidah-kaidah nmnm yang bertujuan untuk menghilangkan ^iz/wrsecara mutlak seperti
disebutkan oleh hadis NabiU darara wald diroro. Pada saat haji wada' (haji petpisahan)
Nabiyuga menegaskan dasar-dasar nmnm untuk kehidupan sosial yang anggun dan
bermartabat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Muhammad,-.beliau mewajibkan
dhaman feanti rugi) pada perbuatan yang berlatar belakang7(2W(/t (pelanggaran
terhadap hukum) pada amival (harta), al-mumtalikat (hak milik), -Nabi menegaskan
"'ala al-jadi ma akha^t-hatta tarudduhu".

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum tersebut di atas, para fuqaha'
memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban {qawa'id al-masulijah). Mereka
melakukan identifikasi mana yang masuk dalam kategori khitab al-taklif al-jina i
(pidana)"yang berimplikasi pada al-'uqubah (hukuman).terhadap pelaku {mukholqfatu
awdmir al-^ari' wa ahkdmihi)^ dengan al-taklif hi dhaman (beban ganti rugQ. Dalam
hubungan inilah al-Qurafi dan Izzuddin Ibn Abdi al-Salam masing-masing dalam
karya mereka al-Fumq dan al-Qawa'id al-Ahkam menegaskan dan menjelaskan secara
konkret perbedaan antara al-i^awajir atau al-'uqubat dengan al-jawabir atau dhamanat.

• - ^Kenyataan inikemudianmenyimpanpertanyaanakansumberperundang-undanganBaratyang
sesungguhnya ketika membedakan antara al-masuliyab at-jinaiyah (tanggung jawab pidana) dan al-masuliyah
at-madaniyah (tanggung jawab perdata), dan antara al-masulyah al-taqshinyah (tanggung jawab akibat
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-Kaidah-kaidah universalyangmenjaditeotiumumdhaman antaralain adalah^:
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Demikian pula pada pasal-pasal l^in dalam al-Majallab. Hukum-hukum yang
berkaitan dengan perampasan {al-gas^^ misalnya, dimuat dalam pasal 890-912.
hukum-hukum yang berkaitan dengan perusakan barang dimuat dalam pasal
912-942.

Tulisan ini tidak bermaksud melakukan perbandingan antara teon dhaman
menurut fiqh danhukum, apalagi melakukan kajian terhadap pengaruh hukum fiqh
terhadap sistem hukum Barat terutama hukum Perancis. Tulisan ini hendak
mengemukakan teori dhaman secara umum dan sebagian aplikasinya terhadap
tenggung ja\wib seseorang atas perbuatannya.

B. Pengerfian Dhaman
Secara etimologis, dhamar^ memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya,

kecetobohan Han kelalaian) dan al-masul^ah al-aqd^ab (tanggung jawab akibat pelanggaran petjanjian
kontiak). Adalah sangat tiHak mun^dn model pembag^an ini tanpa dipengaiuhi oleh sistem hukum
Islam.

Meski demikian al-Sanhuii betkeyaldnan bahwasistemhukumPerancisadalahpalingav^ dalam
menjelaskan masuUjah Han fnaram-maramnya dengan melakukan interpretasi terhadap hukum Romawi.
Padahalhnknm Romawi tidakmelakukan pembagian al-masuUyah secararind seperti itu. Inilah yang
ditegaskan oleh Sayyid Abdullah Husain ketika menolak pendapat Sanhuri dengan menyatakan:
"Pengambilan"ataupenyaduran H^iri mazhab Malik bukan dimiilai padatahun 1805, melainkan sejak
tahnn 200H. Ketika Islammenguasai Eropa, Andalusia menjadi pusatilmupengetahuan, pada saat
Etopa^ecara nmnm berada HaTam kegelapan intelektual." Pada saat ituIslam masuk daratan Eropadan"
memerintah penduduknya serta membangim kaidah-kaidah hukum yang adil. Penduduk Eropa
berdatangan ke Andalusia semata-mata untuk menimba ilmu pengetahiian. Abdullah Husain juga
berpendapat bahwa hulnim perdata Perands yang menjadi sumber berbagai hukum saat ini adalah
terambilHari mayhabMalikibttAnas.Lihat SayyidAbdullah Husain, "al-Muqaranatal-Tayri'yah",dalam
Muhammad Ahmad Siraj (tt), Dhamanal-Udjvanfial-Fiqh al-lslami (DirdsabFiqbyahMuqaranah biahkdm al-
masu '̂ah al-Taqshiriyabfial-qanun), al-Muassasah al-Jami'iyyahli al-Dlrasat waal-Nasyr\ra al-Tauzi', p.15.

^Mustofa Ahmad al-Zarqa' (tt), al-Madkhalal-Fiqhi al-'Am (al-Ftqh aUlslamifi Saubihi al-]adid),
Beirut: Dar al-Fikr.pp. 19-91.

^Dalam karya-karya fiqh kontemporeristilah dhaman seiingdigandengjsan dengan istilah al-masu '̂ah.
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meoanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus Ijsan al-'̂ Arab, Ibnu
Man2ur menandaskan bahwa semua makna dhaman terkonsentrasi pada jaminan,
penanggungan atau garansL Makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam
kamus al-Muhith* yang mengartdkan dhaman dengan ganti rugi.

Dalam term fiqh, dhaman juga dimaknai beragam.^ Imam Ghazali,*^ misalnya
memaknai dhaman dengan "lut^mu rad al-^c^* awu badaluhu bil mitsli aivu bil qimati
^eharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan
nilai jualnya). Al-Hamawy^ pensyarah kitab al-A^bah wa a/-Naqa'ir karya Ibn Nujaim
mengatakan bahwa dhaman adalah 'ibdratun *an raddi misli al-hdlik awu qimatuhu
(mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan
ntlai jualnya). Sedangkan as-Syaukani® mengatakan bahwa dhaman adalah. 'ibaratun
'an garamati al-tdiif (mengganti barang yang rusak).

Majallah al-Ahkam al-'Adlija}f menyebutkan bahwa ganti rugi disesuiakan
dengan jenis barang yang rusak {dhaman huwa Vtha'u misli al-^aV inkdna minal misliydt,
waqimatuhu inkdna minal qimiydt). Apabila jenisnya tergolong al-misliyat, maka ganti
ruginya dengan barang yang sama {al-misH). Jika barang yang rusak tergolong al-
qimiydt, n\Wi ganti rugi disesuaikan dengan nilai jualnya di pasar (qimah).^^
Menurut al-Zarqa'" dhaman adalah ilti^am hi ta'widhin maliyin 'an darari al-gair.
Sedangkan menurut al-Zuhaih dhaman adalah hua al-iltia^m bita*ividhi al-gair amma
lahiqahu min talaji al-mal awu dhyd' al-man^*, awu ishabatin min dhararinjuf^i awu kulli
hddisun bi al-nqfsi al-insdniyah awu bi'udhwin minhdJ^

Baik definisi al-Gazali maupun al-Miyallah sama-sama membatasi dhaman pada

Dhaman sendiri mengandung makna ganti rugi, sedangkan al-masuliyah mengandung makna tanggung
jawab. Dasarhukum syar'i tentang dhaman maupun af-masuliyah, antara lain^y*? a'yuhallaiqna amanu la tasaiu
'an ay-jd in tubda lakum tasu'kum (al-Maidah: 101);fas'albihi khabira (al-Futqon: 59); inna as-sam'a m al-
bashara iva ai-fuada kullu uidika kana 'anhu masula (al-Isra': 36).

^Majduddin al-Faiiuzabadi (tt), al-Qtwjus al-Muhit, Kairo: Datal-Hadis, bagian dhaman.
®Definisi /iidzsra/zyangberagam mengarah pada makna menjamin (menanggun^ untuk membayat

utang, mengadakan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. Karena itu,
biasanya dhaman mengandung tiga masalah pokok, yaitu (1) jaminan atas utang seseorang; (2) jaminan
dalam pengadaan baiang; dan (3) jaminan dalam mengjiadiikan seseorang di tempat tertentu, seperti
pengadilan.

^al-Gazali, hd. 1/208.
' Ahmad Ibn Muhammad al-Hamawy (1405 H/1985), Gamsp Vyuni al-Basha'ir wa Syarah al-

Bairut Dar al-Kutub al-'ilmiah,jilid. II. p. 211.
®As-Syaukani(1380 l{),Nailal-AutharSyarhMuntaqaal-Akhbar, Mesir Mustafa al-Babial-Halabi,

JiHd.V.p.299. •
' Atasi (1352), Syarah Majailatu al-Ahkam al-Adliyah, Hims Sudah:

al-Majallah, pasal416.
" Mustofa Ahmad al-Zarqa'.^. cil. p.l032.
'2 Wahbahal-Zuhaily (1995), al-Mas'ulyah 'anFi'lial-Gair, Damaskus: Dar al-Muktabi, Get. 1,p.

12.



Teori Gantt 101

tanggung jawab akibat perbuatan yang tergolong ta*addi seperti merampas atau
merusakhatte orang Iain. Kedua definisi tersebut juga tidak menyentuh dhaman al-
aqdi (ganti rugi yang muncul akibat pelanggaran akad). Pengertian dhaman seperti
ini sudah barang tentu masih kurang katena tidak mengakomodasi seluruh teori
dhaman yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha'.

Adapun definisi al-Syaukani, al-Zarqa', dan al-Zuhaili sama-sama berangkat
dart darar. Darar-hh yang mewajibkan ganti rugi. Berdasarkan titik tolak ini maka
dhaman mencakup sesuatu yang wajib pada ^immah untuk menghilangkan darar yang
munculakibatpelanggaran pada akad (mukhalafatu aqdin), melakukan dan atau tidak
melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan mafasid. Al-Bazdawi
mengisyaratkan dua macam dhaman^ yaitu dhaman al-aqdifasidan kana awu jaii^an
yajihu hi al-tarodhi, wa dhaman al-'udmnya*tamidu arvusofal 'aitP (ganti rugi akibat
pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad fasid maupun jaiz (akad sahih)
diwajibkan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, dan ganti rugi akibat
pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang).

Hal yangsama juga dilakiikan oleh al-Sarakhsi. la membedakan antara dhaman
al-*udwan dengan dhaman al-aqdi (ganti rugi akibat pelanggaran dengan ganti rugi
berdasarkan akad).*"* Indikasi perbedaan tersebut juga ditunjukkan oleh al-Suyuthi
yang merinci sebab-sebab dhaman menjadi dua yaitu ta'addi dan aqdi}^ Cakupan
dhaman, dengan demlkian, meliputi wilayah perdata dan pidana. Sehingga ganti
rugi dapat terjadi atas barangyangrusakatau manfaatbarangyanghilang, atau luka
fisik seseorang sehingga mengakibatkan kerugian, baik total atau sebagian.

Dan catatan tersebut dapat disimpulkan bahwa dhaman adalah tanggungan
seseoranguntuk memenuhihakyangberkaitandengankehartabendaan, fisik, maupim
perasaan seperti pencemaran nama baik. Hal ini berlaku balk darar yang muncul
akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan
perbuatan (yang dibaramkan) dan atoutidakmelakukan perbuatanyang (diwajibkan)
olehpembuatnndang-nndang. Dengan demikian definisi inimencakupmakna-makna
sebagai bedkut
a) Obyek wajib dhaman terletak pada ^mmah (perjanjian). Kewajiban dhaman tidak

akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak
menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan {muiadarrar) berhak
mengadukan mutasabbib ^enyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi
kewajibannya. Berbieda dengan kewajiban yang bersifet moral atau keagamaan,
^tfd'hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasihukuman keduniaan
karena merupakan khitab al-targib yang meliputi makruhat dan mandubat. Zimmah

" Al-Bazdawi, Ushul, hal. 31.
" Al-Sarakhsi (1324 H), al-Mabsut, Mesir; al-Sa'adah,Jilid.XI, p.69.
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menurut bahasa adalah al-'ahdu (perjanjian). Menuiut tradisi faqaha ^mmah
adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk
menetima hak atau melakukan kewajiban. Ahlu v(immah adalah mereka yang
melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan
kewajiban.

b) Kewajiban atas dasat dhaman berbeda dengan kewajiban atas dasar *uqubah, baik
pada karakter maupun tujuannya. Dhaman ditetapkan untuk melindungi hak-hak
individu. Sedangkan 'uqubah ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap
hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada dhaman bertujuan untuk mengganti atau
menutupi {al-jabni) kerugian pada korban. Sementara 'uqubah ditetapkan untuk
menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi
{at- ^ajni). Jadi tujuan yang berorientasi pada al-jabm disebut dhaman. Sedangkan
tujuan yang berorientasi pada al-t^jru disebut 'uqubah.

c) Sebab-sebab dhaman adalah adanya unsur ta'addi, yaitu melakukan perbuatan
terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. Ta'addi dapat
terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.
Misalnya, peneiima titipan barang {al-muda)' tidak memelihara batang sebagaimana
mestinya, seorang al-ajir (buruh upahan, orang sewaan) dangan al-musta'jir
^enyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati.
Ta'addi juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah {mukhaiafatu ahkdm
^ari'ah) seperti pada kasus perusakan barang( al-itl^, perampasan (al-gasb),
maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (al-ihmdl).

d) Ta'addi yang mewajibkan dhaman benar-benar menimbulkan darar ^erugian). Jika
tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada dhaman, karena secara faktual tidak
ada darar yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara
yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak
wajib memberikan dhaman, Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan
sendirinya mewajibkan dhaman seperti al-gasbu (perampasan). Menurut jumhur
nl<ifn^^ pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang selama berada dalam
penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi

• bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kerugian atau darar
juga akan dialami oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa
atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut fiiqaha' Hanabilah. Pendapat
ini memperkuat kaidah bahwa al-dharar ^arthun liwujubi dhaman Qterugian adalah
syarat terhadap keharusan ganti rugi).

e) Antara ta'addi (pelanggaran) dengan darar (kerugian) harus memiliki hubungan
kausalitas. Artinya, darar dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara
langsung. Jika darar dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku
(muta'addi) sendiri, maka dhaman tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak
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dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. Kaidah syatiah
mengenai masalah ini adalah:

, ^ ^ iSjjj ^jy

£) Dararharus betsifat nmnm sesuai dengan keutnviman hadis Nabi: laadharara m
laa dhirara (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang Iain). Tingkat
darar diukur berdasarkan 'urf^ebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan

yajibu hamlu al-le^^ 'ala ma*nahu al-muhaddadfi as-yar'i in wujida, wa
ilia wajaha hamluhu 'ala ma'nahtt al-'uiji (suatu keharusan membawa kata kepada
maknanya yang definitif secara syara' jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada,
maka di<i1ibkan kepada makna definitif berdasarkan *urf). Karena yari' tidak
menetapkan makna darar, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas,
mengacu pada 'uif. Dengan demikian, darar yTnig diganti rugi berkaitan dengan
harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan
kehartabendaan jika selaras dengan *UTf yang berlaku di tengah masyarakat

g) Kualitas kuantitas dhaman harus seimbang dengan darar. Hal ini sejalan
dengan filosofi dhaman, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang
diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati
demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat
konvensional.

Penetapan m^ikna demikian sejalan dengan maknq dhaman^^sec^io. bahasa, yakni
ganti rugi. Maksud ganti rugi yaitu penggantian kerugian yang dtalami seseorang.
Pemaknaan seperti ini juga terdapat dalam KUH Perdata pasal 1244 dan 1248.

Dari sini perlu dimengerti bahwa dhaman dapat diterapkan dalam berbagai
bidang muamalah, terutama menyangkut jaminan harta benda dan nyawa manusia.
Maka dariitu, tidtik mengherankan bilaal-Mawardi mengatakan bahwadhaman dalam

"JalaluddinAl-Suyuthi (1994), al-As)ibaba'aal-Na '̂ir,'Q^n\\:. Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah,
Get 1, p. 362.

" Dasar legaUtas dhamanantaralain ayat al-Qur'an;famani'tadd 'alaikumfa'tadu 'alaihibimisBmai'tadd
'flifa/l^w'l^al-Baqarah: 194); ayat wajas '̂usa^alinsiyyiatun misluhdl^-Symo: 40); ayat wa in 'dqabtumfa'dqibu
bimisiimd 'uqibtum fo^/"(aI-Nahl:*126). Adapun didalam al-Sunnah disebutkan, antara lain hadis, riwayat
Anas berkata:Ahdat ba'dhua^ajin nabiSWilaihitba'amanfiqusb 'atin,fadbarabatai-qus'ata bijadiba,fa aiqat
mdfibd,faqdla an-nabiSW: tba'amun bltba'amin, wa tndun biindin (Riwayat Tirmiz^. Juga hadis yang cukup
populer ' Aidal-yadimd akha^tbattd tuaddibi (RiwayatAhmad). Hadis lainnya, Inna dimdakum wa
amwdlakum 'alaikumbaromun kaburmatiyaumikum ba^,fiyabrikum ba:^,fi baladikumbd^ (BukhaoMuslim).
IbnHazam juga mengatakan bahwa yang sahih adalah bah\ra harta yang diharamkan tidak adakewajiban
seseorang imtuk membetikan ganti rugi terhadapnya, baik didalam nas ataupun ijma'. Hadis lain yang
paling populer adalah Id dbarara wa Id dhirdra. Imam al-Kasani berkata, "Diwajibkan ganti rugi pada kasus
perampasan dan perusakan {al-gasbbu wa ai-itlaj), karena semua itumengandung imsur perbuatan i'tidd'
danidrdr."{Badd'i, hal. ^'^I/165).
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pendayagunaan harta benda, tanggungan dalatn masalah d^at, jaminan terhadap
kekayaan, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan adalah
hal yang lumrah terjadi di masyarakat Dengan demikian, dhaman dapat diterapkan
juga Halam masalah jual bell, pinjam meminjam, titipan (al-wadi'ah), jaminan (rahn),
kerja patungan {^irad/mudharabaf)), barang temuan {luqathaB), peradilan {qada),
hukuman terhadap pembunuhan (qisas), perampasan (gasab), pencurian, dan
sebagainya.

C Sebab'Sebab Dhamat7^

Kaum fuqaha' tidak mendiskusikan rukun dhaman secara sistematis dan terpadu
seperti yang fiiliiknkan oleh ahli hukum. Mereka membahasnya secara sporadis di
berbagai tempat, antara lain di dalam kitab-kitab al-furu\ kaidah-kaidah fiqh, dan
kitab ushul al-fiqh. Walau begitu, rukun dhaman sudah tergambar didalam pemikiran
mereka ketika mendiskusikan berbagai kasus hukum fiqh. Dari berbagai konstruksi
H^>n fatwa hukum d^ilam karya-karya fiqh, dapat disimpulkan bahwa rukun dhaman
adalah khatha', dharar, dan sababiyah.

Perbuatan-perbuatan hukum yang mewajibkan dhaman hampir tidak terbatas
jumlahnya. Tetapi secara akumulatif perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut
perbuatan^i2/r/ff(/^w'/7<6, atau akhtha'2.tSLVL ta'ddiyat {delicts, torts, wrongs). Namun untuk
memudahkan sistem pertanggimgjawaban terhadap akibat perbuatan, maka para
<iV>1i hukum pertema-tamamelakukan pembagian terhadap perbuatan prespektifmotif
dan tujuan pelaku menjadi: akhtha' 'amdiyah {intekntional torts) dan akhtha' taqshiriyah

" Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitvu al-i'tida'̂ zn at-
darar.Al-iHida''S'\'3^^ melampaui batas yang menurut para fuqaha' mengandung xmsur kezaliman, rasa
permtisuhan, dan melampaui hak. Kritetianya adalah menyimpang dari periiaku normal. Adapun sebab-
sebab dhaman ada tiga, yaitu aqad,yad, dan itidf. Dhaman pada aqad dapat terjadi ketika ada pihak yang
yn<»1atfnkan intcrprctasi teihadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai
dengan keadaan dan situasi {al-'urfatau al-'adaH) yang berlaku. Sedan^can wadh'u alyad dapat menjadi
sumber ganti tugi baikitu al-yadmu'tamanah maupun bukan mu'tamanah. Yadat-mu'tamanah s&^cinyadal-
rnddi'dan al-mudhdnh, al-'amilal-musdqi, al-ajiral-khas, al-washi 'alamalal-yatim, hakim dan al-qadhi 'alasunduq
al-aitdm, dan Iain-lain. Mereka ini jikamelakukan ta'addi (personal abuse cast) atau /tf^/A/rdibebani/dikenakan
ganti rugL Namun jika tidak ada unsur ta'addiatau Azyx/'/r tidak dapat dibebankan ganti rugi katena mereka
tergolong al-tydial-amdnah (tangan-tangan amanah). Adapun al-yadgairu al-mu'tamanah yang melakukan
sesuatu terhadap harta o^glain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin
pemilik seperti al-yad al-hd'V terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau al-muytari setelah
serah terima barang, dan penyewa he\ran tunggangan atau semisalnya jika melakukan ta'addi terhadap
syarat-syarafyang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa bedaku. Mereka iriiwajib memberikan
ganti pigi teihadap kerusakan barang pada saat berada di tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun
terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun al-itlafmtnys^ sebab ganti rugj baik langsung maupun
hanya sebagai penyebab. It/^iasanya diartikan mendisfungsikan barang. ai-ltldfdibagi dua yaitu at-itlirf
at-mubayir (perusakan langsung, dan al-itlaf bi al-tasabbub ^erusakan tidak langsung). (Pembahasan
tuntas dapat dilihat dalam al-Kasani, al-Badd'i'dnsi dalam Majallatu al-Ahkdm al-!Adliyah pasal 887-888.
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atau al-ihmal {negligent).
Di dalam fiqti, al-akhtha'gair al-'amdiyah dibagi menjadi dua macam yaitu al-

khatha' dan majam majrdhu. Suatu perbuatan yang menjadi tujuan pelaku, namun
tidak menghendaki akibatnya disebut al-khatha\ Sedangkan suatu perbuatan dan
akibatnya sama-sama tidak dikehendaki oleh pelaku disebut majam majrd al-khatha'.
Vang pasti khatha' 'amdi sangat berbahaya sehingga didalam hukum Barat—dengan
mengacu kepada istdlab hukum Perancis—disebut al-khatha* Idjagtajiru (kesalahan
yang tidak dimaafkan).^®

Perbuatan-perbuatan mewajibkan dhaman, kata al-Qurafi '̂' adalah dilakukan
secara langsung oleh pelaku {al-'udwan hial-muhd^if)^ kemudian karena perbuatannya
tersebut mengakibatkan kerusakan {al-tasabbub lial-itldj) pada harta benda misalnya.
Singkatnya, sebab-sebab dhaman adalah al-muba^r, al-tasabbub, dan al-itlcrf. Kerusakan
ini tidak mesti menjadi tujuan dari pelaku {qashdu al-fa'il). Karena masing-masing
orang bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Prinsip inisesuai dengan kaidah

Lf. Lsisj jJl

Adapun kesengajaan {al- 'amd) yang mengakibatkan damr^isia kesengajaan untuk
melakukan perbuatan namun tidak mengakibatkan darar, tidak menjadi syarat dalam
penetapan dhaman. Karena dhaman berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup
khatha* atau 'udtvan bukan pada tujuan perbuatan atau niat pelaku;

Namun demikian, khatha'dibedakandengan khata*
yang mengharuskan 'uqubah serta khatha* al-akhlaqi (kesalahan secara moral) yang
hanya berimplikasi pada dosa. Orang tidur menurut teoriini tidak salah secara moral
dan juga tidak berdosa. Dengan demikian kalau dia terbolak balikatau jatuh menimpa
sesuatu sehingga menimbulkan kerusakan, dia wajib melakukan dhaman, tetapi secara
etis relegius dia tidak berdosa.

Dhaman tidak terkait dengan al-qasdu dan al-niat. Pendapat ini berdasarkan
ijma'. Karena ijma*A2^ yang mewajibkan dhaman bagi seorang anak yang belum
dewasa {al-sabiyl), orang gila (al-majnun), orang pelupa {al-nasi), orang tidur {al-naim)
dan orang {al-gafil). Dhaman semata-mata terkait dengan al-asbab (adanya sebab
akibat). Atau dengan meminjam istilah imam al-Gazali bahwa al-ahliyah (cakap
hukum) yang menjadi syarat dalam menetapkan dhaman adalah ahliyatu al-mjub yaitu
seseorang dianggap cakap hukum untuk menedma hak, bukan ahliyat al-ada'6i mana
seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

Meski sangat jelas bahwa khatha*, ihmal, dan menjadi syarat wajib dhaman,
namun tim penyusun al-Majallah al-Ahkam al-!Adliyah sepertinya mengabaikan prinsip-
prinsip nmnm dhaman. Haliniterbukti bahwa mereka menetapkan unsur kesengajaan

Muhammad Siraj. op. cit..p.15.
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{ta'ammud) sebagai syarat dhaman sepertid^ebutkan dalam pasal92,al-muba^rdhiman
wa lamyuta'ammad. Sedangkan dalam pasal 93 disebutkan: al mutasabbib layudhmanu
illah hi at ta'ammud.

Kemungkinan adadua faktot yang menyebabkan kekelinian tetsebut Pertama,
mengikuti kesalahan yang terdapat dalam karya-karya klasik terutama kitab al-Asybdh
karya Ibn Nujaim yang menyebutkan:

^ 0\j ^^Lil
Kedua, ada kemungkinan mengikuti jejak sebagian fliqaha' Hanafiyah generasi

awal yang kelim memahami danmenafskkan mazhab AbuHanifah yang menetapkan
bahwa penyebab kerusakan dibebani ganti rugi {tadhmin mutasabbib). Imam mazhab
sendiri tidak melihat tadhmin mutasabbib kecuali ada unsur kesalahan {al-khatha')
yang mirip dengan kesengajaan atau suatu kesalahan yang sangat berlebihan sehingga
mendekati atau setidaknya mirip dengan kesengajaan.

Tedepas dati apakah ini metupakan kesalahan ilmiah atau kesalahan teknis
pengetikan, namnn yang pasti kaidah tersebut harus dibaca dalam konteks: anna al
mutasabbib layudhman (ilia id^ kana muta'addiyan) Hal ini sesuai dengan kaidah yang
ada di dalam Majma* Dhamanat.^^

Kaum fiiqaha' tidak menetapkan syarat bahwa orang yang menyebabkan
(mutasabbiH) kerugian harus sudah mumayyi;^^ atau memiliki al-idrak (pemahaman
dan pengetahuan) terhadap kewajiban dhaman. Sehingga seorang anak yang masih
usia mumayyi^ atau belum, wajib dikenakan dhaman jika melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerugian pada orang Ian. Demikian pula al-ma'tuh (orang idiot) dan
al-majnun (gila). Karena tujuan dari dhaman adalah ganti rugi dengan mal, yang
pembayarannya dapat diwaldlkan kepada pihak lain.

Hadis tentang rujt'a 'an ummati al khatha'a wa an niyana (diampum umatku
suatu perbuatan karena kelalaian dan kealpaan) tidak menafikan hukum dhaman
ketika terjadi al-taqshir (kecerobohan) dan al-ihmal ^celalaian). Karena yang diampum
adalah dosaatauhukuman pidana, bukanhukuman dhaman. Hal milah yang menjadi
perhatian para fiiqaha'. Seorang faqih Sadru al-Syari'ah menyebutkan bahwa al-khatha'
adalah apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu sendin
tidak diniati secara sempurna. Misalnya, orang menembak hewan buruan namun
pelurunya nyasar mengenai seseorang sehingga tewas. Di sini terdapat niat atau al-
qasduyang tidak sempurna. Sehubungan dengan inisipemburu tidak dapat dikenakan
qisas karena hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku pidana penuh. Atas dasar mi,
ia tidak dapat dikenakan kepada orang ma't^ur (orang yang dimaafkan). Namun 'uv(ur

AhmadIbn Idiis al-Qurafi (1998 ), al-FuruqJiAmvar af-Buruqft Ajiwai al-Furuq, Mansyurat
Muhammad Ali Baidhun, Beirut; Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Get. I. Jilid. 11, P. 207.

^ al-Bagdadi (1388 Majma'al-Dhamanat, Mesir: al-Khainyah, p.57.
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ini terkait dengan hak-hak hamba sehingga kategori dbaman-nyz adalah dhaman al-
'udwan.

D. Macam-macam Khatha' dan Darar

Secara teoritis khata' dapat betupa meninggalkan kewajiban yang ditetapkan
oleh syadah. Misalnya, seorang ibu meninggalkan anaknya sehingga jatuh. Khata*
juga dapat dalam bentuk melakukan perbmtan yang haram. Misalnya, memberikan
kesaksian palsu, merampas harta orang Iain, merusak atau menyebabkan rusaknya
harta.

Dhaman tidak akan berlaku kalau tidak ada unsur khatha*. Dan khatha* tidak

tikiin ada kalau seseorang melakukan suatu perbuatan yang diijinkan oleh syariah
(hukum).

Sedangkan darar sendiri ada tiga macam, yaitu darar yang berkaitan dengan
kehartabendaan; darar berkaitan dengan fisik; dan dararyiing berkaitan dengan
kehormatan dan nama baik seseorang atau lembaga. Yang terakhir ini disebut dengan
darar adabi. Menjaga dan melindungi kehormatan dan nama baik masuk dalam
kategori al-masalih al-daruriyah atau kemaslahatan primer.

Namun dari aspek lain, darardibagi menjadi dua, yaitu, periama, darar al-jasir
(ketugian tingan). Para fuqaha' pada umumnya berpendapat tidak ada dhaman
terhadap dararim. Menurut hemat penulis, permasalahan ganti rugi terhadap darar

yasir bersifat kondisional. Kedua^ dararfakhiy (kerugian berat).
Beberapa kaidah yang berkaitan dengan darar adalah:

OI'.Laui* t ^l*il

Sementara kerusakan terhadap harta benda {darar malijah) dapat digolongkan
menjadikerusakan terhadapbendabergerak{manqulai)^ benda tidakbergerak {'iqara^),
dan jasa {al-manafi*)}^

Para fuqaha' sepakat atas dhaman terhadap kerusakan benda bergerak (karena
merampas barang, merusak atau menguranginya, mengubah bentuk barang atau
mengeksploitasi pemanfaatannya). Sehubungan dengan dhaman barang-barang
bergerak terdapaf dua syarat:

Pertama, maliyatu al-manqul (barang bergerak itu betul-betui harta secara syara*).
A.l-manqulat (bentuk jamak dari al-manqul) yang kehartaannya tidak diakui oleh syara'
tidak dapat dilakukan ganti rugi-terhadapnya. Itulah sebabnya tidak ada dhaman

' dengan merusak bangkai, kulit bangkai, darah dan Iain-lain yang pemanfaatannya
dilarang oleh syara'. Juga yang tidak dapat dilakukan dhaman terhadapnya adalah al-

LihatIbrahimFadilal-Dabbo (1997), Dhaman al-Manaft'Dirasah Muqaranahft al-Fiqh al-islami wa
at-Qanun al-Madani, Amman, Beirut:Dar al-Bayariq, Dar 'Ammar,Get.I, p.
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.mubahat aVammah (bak-hak umum) yaitu al-kala' (rumputj, al-ma* fair) dan al-nar
fapij. Itulah sebabnya jika ada seseotang menimba sumur orang lain sampai kecing,
tidak dikenakan dhaman. Sebab pemilik sumur, bukan berarti memiliki air, berbeda
kalau merampas air dati wadah yang lain. Hukum al-kala* (kecuali kalau dipelihara
dan ditanam), dan al-ndrs^vaai dengan hukum al-md*.

Kedua, tuqaummu al-manqul (barang tersebut mengandung nilai ekonomis). al-
Taqamvum menurut Ibn Nujaim dapat ditetapkan berdasarkan dua Hal, yaitu adanya
unsur kehartaan {al-maliyah) dalam suatu barang, dan barang tersebut boleh
dimanfaatkan menurut syara'.

Adapun barang-barang tetap {al-*iqdrdt, immovable property), para fuqaha
bersepakat wajibnya dhaman terhadapnya apabila merusak keseluruhan, sebagian
atau merugikan pemiliknya. Berbeda dengan mandfi* terdapat perbedaan pendapat
yang berkaitan dengan dhaman terhadapnya. Perbedaan ini sebagai konsekuensi dati
silang pendapat yang terjadi antara fuqaha tentang status kehartaan al-manafi* (maliyatu
al-manajt). Fuqaha' Hanafiyah terutama generasi awal tidak menetapkan dhaman
tethadap al-manap', karena wujudnya yang abstrak, sehingga ia tidak termasuk harta.
Pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha dati berbagai mazhab,
termasuk Syiah Imamiyah, menurut mereka dhaman tethadap al-manafi' sesuatu yang
wajib.

Argumentasi fuqaha' Ahnaf antara lain bahwa al-manafi' tidak mengandung
nil^i ekonomis. Statusnya sama dengan khamar dan bangkai. Attinya, al-itl^ tidak
tergambar pada al-manafi*sifamya yang abstrak. Pendapat ini oleh fuqaha'
Hanafiyah generasi mutaakhkhirin dianggap lemah, sehingga mereka mengevaluasi
pendapat tersebut dan mengemukakan bahwa al-manafi' adalah bagian dati al-mal
(harta).

Adapun darar badaniyah meliputi jiwa, anggota badan, atau hilangnya fungsi
salah satu anggota badan. Misalnya, hilangnya pendengatan dan penglihatan.
Tethadap semua kasus yang berkaitan dengan kerugian fisik seluruh atau sebagiannya,
menurut para fuqaha' berlaku hukum dhaman terhadapnya.

B. Menakar Ganti

Tujuan-dari pada dhaman adalah untuk memberikan ganti rugi pada korban
dan menghilangkan kerugian yang diderita {raf'u al-darar 2va it^alatuha). Hal ini
mencakup dua hal. Pertama ganti rugi tethadap kerugian yang berhubungan dengan
jiwa, kehormatan, dan nama baik seseorang. Kedua, ganti rugi terhadap kerugian
yang berkaitan dengan harta benda.

Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disehutjawabir
al-dharar al-badaniyah mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau
fungsi keduanya. JawabirmodtX ini oleh para fiiqaha' disebut dengan diyat ^anti rugi
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pembunxihan), ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah (denda luka yang.sudah
ditetapkan di nas). Ganti rugi modelini sedng disebut hukumatu W/karena
nlniran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoiitas peradilan yang adil.

Adapim ganti rugi yang berkaitan dengan harta (jawabir al-darar al-malijah)
seperti perampasan, perusakan terhada!p barang ataumanfaatnya mencakup duahal
yaitu:
1. Jawabir naqdijah yaitu gantirugidengan mengembalikan nilai jual barang {al-qimaB).
2. Jawabir 'ainiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau

menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan
penguasaan terhadap harta orang Iain secara tidak legal.

Adapun hitungan atau perkiraan (al-taqdir) ganti rugi bisa mengacu pada
beberapa model berikut. Pertama, perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan
{al-taqdir al-ittifaqi). Kedua, penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim {al-
taqdiral-qadai) yang mengacu pada ijtihad danpendapatnya. Dan,ketiga, penghitungan
ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang {al-taqdir al-
yar'i).

Hitungan dan perkiraan ganti rugi tersebut berasaskan pada beberapa hal
1. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan,

menolongnya, atau memberikan tabarru' terhadapnya. Namun, dimaksudkan
untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian—dengan
catatan jika hal itu mpmnngkinkan.

2. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yangmengakibatkan darar secara langsung.
Adapun darartidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan
muta'addi tidak dapat dikenakan ganti rugi.

3. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat dararyang ada,
tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang dari prinsip ini dikategorikan
"aklu amwalinnas bi al-bathil (makan harta orang lain secara batil). Kecuali dalam
kasus di mana tingkat ta'addi-ny2i sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipatgandakan
agar pelaku menjadi jera.

Bila dilihat Hgri berat ringannya ganti rugi, para fuqaha* membaginya menjadi
dua macam. Pertama,ringan (jawabir mukhaf-fafah) yang diukur berdasarkan
tingkat kerugian (darar) yang diderita pihak korban. Kedua, kerugian berat (jawabir
mugballa^ah). Jawabir mukhaf-fafah terlihat pada kasus-kasus dalam kategori khatha'.

jawabir mugallat^ah terlihat pada kasus-kasus yibhu al-*amad (perbuatan
semisengaja). Pelipa^andaan ganti rugi dikenakan kepadamereka yangmengambil
harta orang lain dan membelanjakannya untukmemperkaya dirisendiri. Tujuan dari
taglis^ (pemberatan dengan pelipatgandaan kerugian) adalah f^ijru al-muta*addi (membuat
pelaku agar menjadi jera) tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Kendati
demikian perbedaan antara al-'uqubah dengan dhaman selalu ada, setidaknya dapat
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diamati sebagai betikut
1. Al-qatl sjibhu al-'amad (pembunuhan semi sengaja). Sisi dalam kasus

pembunuhan ini adalah tingginya umur unta yang dijadikan sebagai diyat wajib.
Haliniberdasarkan hadis liwayat Abdullah IbnAmibahwa Rasulullah bersabda^:

Laj'J0Cf* Uaii-l 01 "l/T

^ahwadakm kasus pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan cemeti
dan tongkat, dendanya seratus unta, 40 diantaranya sedang mengandung). Hadis
yang searti dengan itu juga diriwayatkan oleh Atnr Ibn Syu'aib bahwa seseorang
yang bernama Qatadah melempar anaknya dengan pedang sampai tewas. Karena
itu, diyat yang dibebankan kepadanya adalah 30 ekor unta kategoti hiqqah (umur
3 tahun masuk tahun ke 4), 30 unta lagi kategori ji^ah (umur 4 tahun masuk
fahnn ke 5), dan 30 ekor lagi kategori khilfah (unta yang sedang mengandun^.

2. Mengambil harta orang lain yang sulit diletakkan pada wadah tertentu atau
dijaga sepanjang waktu. Diriwayatkan dari Amr Ibn Sjru'aib dari ayah dan
neneknya berkata: '̂ Rasulullah pemah ditanya tentang buah-buahan yang masih
menggantung dipohonnya. Lalu beliau bersabda:^
2j»\^ ^^ jjP ^ 4^ 4K <—-"Utfl ^

4*Ui ^ ^ji-1 01 Jaj h-i **5^
Dengan demikian jaivahtr mugalla^^ah tidak hanya pada luka-luka fisik,

melainkan juga pada kerugian harta dalam situsi-situasi yang memerlukan
"pemberatan terdakwa" seperi ingin memperkaya dindengan cara merugikan orang

"lain. Fenomena inisekaligus memberikan keleluasaan hakim dalam menghitung dan
memperkirakan ktialitas dan kuantitas ganti rugi.

F. Prinsip Umum Penetapan GantiPjdgi
Penggunaan istilah al-jabr oleh para fuqaha* dalam konteks dhaman yang

dihubungkan dengan ^jrarmasih mengandung ambiguitas. Karena makna darars2sx^\.
beragam mengikuti konteksnya. Misalnya, al-jibr al-kamil (ganti rugi penuh) bertujuan
untuk menetapkan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku {al-mntadarrir).

.Darardalam konteks inimencakup darar mal^ah, darar badaniyah, dan darar adabiyah.
Standarisasijibrual-kamilh^iFsF^t kondisional, tergantungpengadilan dan usaha cerdas
haldm. Karena betapa sulitnya mengukur rasa sakit yang bersifat psikis dibandingkan
kerugian lain yang bersi&t material. Dengan kata lain, rasa keadilan yang didambakan
oleh para pencari keadilan sangat ditentukan oleh sikap, kecermatan, dan keadilan

^ Alial-Syaukani, op. cit. Jilid. p. 167.
^ Lihat juga beberapa hadis Iain yang semakna dalam Nail al-Authar oleh AU al-Syaukani, op. cit.

Jilid,VII, p. 301.
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hflkim itu senditL

Dalam menetapkangandrugi,seridaknya hams didasatkanpada empat prinsip.
Pertama, prinsip al-yusr (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur gand mgi
tersebut untuk menghindari proses dan prosudur yang panjang di pengadilan agar
para pencari keadilan ddak terlalu lama menunggu haknya.

Kedua, konsisten. Attinya, terdapat keseragaman kualitas dan kuandtas gand
mgi dalam kasus yang sama pula.

Ketiga, menyamakan {al-musawat) antara semua penduduk dalam menerima
gand mgL Misalnya, jangan sampai ada pembedaan antara petani dengan pengusaha
untuk gand mgi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan darar bukan
mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial.

Dan keempat,hams terlebih dahulu mengidendfikasi dan menetapkan tingkat
keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas gand mgi yang
akan dibebankan kepada mereka.

G. ViinsTp al-MisU dalam Menetapkan Ganti rugi
Prinsip persamaan {pnabda* al-mislyaB) dalamgand mgi ditetapkan berdasarkan

nas syadah antara lain firman Allah wajat^u saiatin saiatun misluha. Disebut dengan
isdlah al-uqubah atau <7/yi7^<7'semata-mata dalam konteks al-muyakalahjal-mumasalah
(persamaan), dan juga untuk mengingatkan si pelaku agar menjadi jera. Prinsip al-
mumasalah juga diperkuat oleh ayatfa manVtada 'alaikumfa'tadu 'alahi bi misli ma
Vtada *alaikum. Untuk membantu kita dalam menafsirkan ayat ini, perlu kiranya
mengudp perkataan al-Zaila'i,seorang fiiqaha' Hanafi, iva dhaman al-udaivan mayruthun
bi al-mumasalah bi al-nassi wa al-ijma'. Wasummiya dhaman al-muqabil i'tidaan bi thariq
al-muqabalah lifi'li al-Vtida* awu al-idhrar maja^n la haqiqatan, li anna al-maja^t am
dhaman layakun sa^ah wala taddiyan. '̂* Ind dari pernyataan al-Zaila'i bahwa gand
rugi pelanggaran disyaratkan harus sama berdasarkan nas dan ijma', sedangkan
penamaan dhaman berdasarkan pelanggaran dalam konteks majazi, bukan pada
makna hakikinya, karena gand rugi menurut makna majazinya bukanlah sesuatu
yang buruk atau merupakan suatu pelanggaran.

Menghitung gand mgi mengacu pada kaidah kesepadanan (al-misli) dengan
mempertimbangkan metode yari*dalam menetapkan al-misli, al-qimah dan ujratu al-
misli terhadap gand mgi al-mal Namvm, manakala kaidah al-misli sulit diterapkan
dalam kasus-kasus luka fisik (al-isabat al-badaniyah), karena luka fisik, sesungguhnya,
ddakmungkin sepadan dengan gandrugidalam bentukuang, maka menetapkan
ukuran-ukuran tertentu yang dapat direalisasikan yaitu al-jawabir al-muqaddarah

UsmanIbn Alial-Zaila'i (1990), Tahyin al-haqoiq Syarh Kan:^al-Daqaiq, Kairo:Dar al-Kitab al-
Islami, Get II,JiHd. V,p. 223.
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misalnya diyat (denda pembunuhan), al-urusy (denda luka), al-aqilah (denda
pembunuhan kolekti^, dan Iain-lain. Hal ini kemudian oleh para fiiqaha' disebut al-
mumasalah al-hukmiyah.
H. Vencmaran Nama Baik al-muslimJi sum'atihi)

Untuk melindungi kehormatan seseorang, syariah memulai dari masalah yang
sedethana. Misalnya, latangan menuduh seseorang melakukan zina (al-qav^f), larangan
soling mencela dan memberi jiilukan jelek {al-tanabuf(_ bi al-alqaf) atau menafikan
keturunan {nafyu al-nasal?). Hal ini sesuai surat al-Hujarat ayat 11-12. Demikian
pula dolam Surat al-Nur ayat 4-5. Sedang di dalam hadis disebutkan, al-muslim man
salimal muslimun min lisanihi wayadih (seseorang baru dikatakan muslim apabila
menyelamatkan umat Islam dari gangguan ucapan dan pnlakunya).

Para fuqaha' kemudian merumuskan masalab pencemaran nama baik dalam
bingkai al-maqasid al-khamsah lial-yariah (lima kemaslahatan), yaitu menjaga agama,
jiwa, moral, akal, dan barta. Hanya saja, para fuqaha' lebib banyak fokus pada bal-
bal yang terkait dengan al-'ardh dalam pengertian yang sangat sempit dengan
menjelaskan bukuman pelaku zina, bukuman bagi penudub berbuat zina. Tegasnya,
para fuqaba' lebib asyik menjelaskan bukum-bukum yang berkaitan dengan zina {al-
qa^, atau bukum bin yang berkaitan dengan kehormatan keluarga.

Al-Qur'an mengbatamkan apa pun bentuk perbuatan yang menyentub
kehormatan muslim. Dalam surat al-Nur ayat 4 dan 5, al-Qur'an mengharamkan
qa^f, zina, dan bukumannya. Sementara dalam ayat 11 dan 12 Surat al-Hujarat
mengisyaratkan berbagai bentuk pelanggaran yang menyentub kehormatan dalam
pengertian yang lebib luas. Misalnya sukhriyah (pengejekan), al-lami^ (mencela dan
mengkdtik dengan babasa yang tidak etis), tanabuv^ bi al-qaaf(saling mencela dengan
memberi julukan jelek), tajassus (memata-matai) dan al-gibah (umpatan).

Betapapun terbatasnya konsep perlindungan nama baik yang telab dirumuskan
para fuqaba', namun dapat diidentifikasi menjadi pelanggaran {al-ta'addif^X) terbadap
nama baik seseorang yang mebputi tuduban melakukan zina dan tuduban terbadap
selain zina yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik.

Oleb karena itu fungsi faqih termasuk bakim dalam bal iniadalab melakukan
istimbath bukum sekaligus mengembangkan konsep perUndungan terbadap
kehormatan. Tegasnya, mereka barus .mewujudkan konsep tersebut berdasarkan
keumuman konsep syariab dan maqasid-iiy2i.

I. Hal-halyang Mmc^kan Dhaman
Pada prinsipnya dhaman diberlakukan kepada siapapun yang menyebabkan

kerugian pihak lain. Namun demikian, dhaman juga tidak dapat diberlakukan kalau
terdapat halangan (al-mawani) atau alasan pembenar, antara lain:
a) Pemusnahan barang secara legal. Misalnya, khamar atau barang-barang sejenis
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tidakdapat dibetlakukan ganti rugi terhadap muslim baikpribadimapun kolektif.
Karena khamar Han babi adalah harta yang pemanfaatannya dilarangoleb syaiiah
{malgairu mutaqawwim). Memusnahkan harta jenis ini termasuk suatu kewajiban
syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Hanya saja ulama
Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan khamar dan babi yang dimiliki kaum
^mmi juga hams dimusnahkan.
Pemusnahan terhadap harta benda yang dilakukan oleh seseorang semata-mata
karena melaksanakan tugas (perintah dalam konteks ketaatan) seperti para
pembantu hakim^ tidak dibebani ganti rugi. Berbeda, tnisalnya perintah itu dalam
konteks maksiat, maka ganti rugi menjadi suatu kewajiban.
Apabila sesuatu yang diperintah tergolong boleh dilakukan ai-fi'l) serta
dikerjakan atas dasar ketaatan terhadap perintah — ketaatan seorang pegawai
terhadap atasan, misalnya — makadalam halini perbuatan orangyangdiperintah
sama dengan perbuatan orang yang membeti perintah. Dengan demikian ganti
rugi dibebankan kepada yang memberi perintah, dengan catatan jikaperbuatan
tersebut memang benar-benar mengharuskan ganti mgi.

b) Melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dalam keadaan darurat. Misalnya
melakukan perusakan terhadap harta benda orang lain, dalam keadaan terancam
baik jiwa maupun hartanya oleh orang lain atau hewan, tidak dibebankan ganti
rugi. Tentu saja terikat dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya mencegah
terjadinya suatu kerugian dengan melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain
hatus bersifat tiba-tiba dan seketika. Tanpa direncanakan sebelumnya.

c) Keadaan darurat {halat al-daruraB). Apabila seseorang dalam keadaan lapar atou
haus yangdapatmengakibatkan kematiannya. Untuk mencegahkematiantersebut
diperbolehkan makan atau minum milik oranglain, dengan syarat tidakmelebihi
kebutuhan. Dalam keadaan seperti ini kewajiban ganti mgi menjadi gugur, tetapi
ia diwajibkan untuk membayar makanan dan minuman itu sebagai pengamalan
dari kaidah:

. ji^l (3^ ^ t LftjwLaj jJ.il ojjj-^1 c

Pendapat tersebut disepakati oleh mazhab empat dan juga pendapat mazhab
Zaidiyah.

d) Ada kerelaan dari pihak yang dirugikan. Jika seseorang memerintahkan orang
lain untuk membuang bajunya ke laut, atau merusak rumahnya, ternyata perintah
itu dilakukan, maka orang tersebut tidak dibebani ganti rugi. Sebab, perintah
untuk melakukan hal tersebut, masih dalam batas wewenangnya. Lagipula, yang
melakukan perintah tersebut tidak termasuk pelaku pelanggaran (muta'addi).

e) Apabila pembebanan ganti mgi itu tidak berguna {^adamu al-faidahji al-tadhmid).
Jika kaum muslim memusnahkan harta benda kaum pemberontak {ql-bugat), atau
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sebaliknya i^Z-^/ga/memusnahkan harta benda kautn muslitn, masing-masing tidak
dapat dibebani ganti nigi. Sebab, pembebanan ganti rugi kepada mereka tidak
bergxina. Umat Islam tidak boleh menanggiing ganti rugi terhadap harta benda
orang-orang bugat. Sebaliknya orang muslim pun tidak dapat memberlakukan ganti
rugi terhadap kaum bugat mengingat tidak ada kewenangan pemerintah muslim
terhadap mereka.^

/. Perubahan Status Yadt2^ AmanaF^ Menjadi Yadu Dhamanah
Tidak terdapat perbedaan antara para fuqaha' bahwajt?^ al-wadi' (orang yang

menetima titipan), al-musta'jir (penyewa), al-mudarib (pelaku usaha), al-^arik (mitra
usaha), al-rasul (utusan), al-ajir al-khas, wakdl sukarela, wali, wasi, al-multaqith atau or
ang yang menemukan dan memungutbarang yang bertujuan untuk memperkenalkan
h2£ang TidsHaFyadu amanah. Mereka tidak dibebani ganti rugi jika terjadi kerusakan
barang pada saat berada dalam penguasaan mereka, kecuali kalau melakukan
pelanggaran dan kecerobohan (Ja'addi dan tafritB). Karena tangan-tangan ini secara

^ IbaAbidin (1994), Eaddual-Mukhtar 'ahal-Dimi al-Mukhtar, Beirut: Datal-Kutub al-*ilmiyah,
CeL I,Jilid. V, p. 140, lihat juga Muhammad Ibn Ahmad al-Dasuqi (1996), Hayijah 'ahal-Syarb al-Kabir,
Beirut Dar al-Kutub al-ilmiyah, CetJ,Jflid.IV,p. 240.

^JilyadmesiMDX bahasa adalah salah satu ai^gota badan yang disebut tangan. Dalam pengertian
majazi dapat bermakna nikmat, penguasaan tediadap sesuatu barang, kepemilikan atau juga dapat
bermakna kekuatan. Menurut al-Zadcasyi, alyad ada dua macam, yakmyad hissiyah yaitu tangan dalam
pengertian konkret 63s\.yadma'tiawyahy^ta tangan dalam pengertian abstrak. adalah mulai
Aan jari-jari sampai dengan siku. Adzpunyad'/Tra'nao'yab maksudnya penguasaan tediadap suatu barang
baik Ifarpna kepemilikan mauptm karena lainnya, karena dengan a/yadatau penguasaan terhadap suatu
barang dapat ditasarrufkan (ditukar, dljual dan Iain-lain). Lihat Badruddin al-Zarkasyi (1405 H.), at-
Mantsurft al-Qawa'id, Dat al-Kuwait, Get. H, Jilid. Ill,p. 370. Para fiiqaha' kemudian membagi al-yadal-
ma'ttawiyab raesSysdiyaddbaman danjwrfamanab. Yaddbaman adalahjw</yang menguasai barang {al-baiv(^Ual-
syai) tanpa seizin pemiliknya. Penguasaan dengan cara merampas, mencun atau dengan cara Iain yang
tergolong 'udwan. Ataumenguasaibarangdengan seizin pemiliknya akan tetapi dengan maksud memilikinya
seperi mengambil barang dengan menuntut agar pemilik menjual barang tersebut kepadanya, dan
pemungut barang (al-multaqitb) dengan niat untuk memiliki. Menumt mazhab Syafi'iyah dan HanabUah,
yadai-musta'ff (ppminjam) adalahdbaman. Pendapat ini disepakad oleh mazhab Malikiyah pada jenis
barang'yang dapat disembxmjdkan seperti perhiasan dan pakaian. Mazhab Hanafiyah juga berpendapat

;bahxrayad al-murtahin ^enerima gadai) adalah dbaman. Demikian pula pendapat mazhab Malikt
terutama pada barang-barangyang dapat disembunyikan. Lihat Ah Ibn Muhammad al-Mawardi (1994)
al-Haud al-KabirSyarh Mukbtasaral-Mui^ani,Btirut Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Get. I,Jilid VIII, p. 191;Jilid
IX, p. 254"dan 255. Lihat jugaAhmad Ibn Idtis al-Qurafi, al-FuruqftAnwaral-BuruqftAnwaial-Furuq, op.
aV.Jilid n. p. 207;Badruddin Zarkasyi, Ibid.Jilid II, p. 323,332,339; Abdurrahman Ibn Syihabuddin Ibn
Rajab (1997), al-Qawa'idal-Fiqbiyab, Kairo, p. 60; Muhammad Ibn Ahmad al-Syarbini (1994), AfffgAw/tf/-
Mublaj, Beirut: Dar Kutub al-'ilmiyah. Get I,Jilid. II, p. 267; dan Ibn Rusyd al-Hafid (1997), Bidqyat al-
Multabid,B^\it Daral-Kutub al-'ilmiyah. Get. I,Jihd. II,p. 263.

^Amanah Halam istilah fiqh adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan
pemeliharaan harta benda berdasarkan suatu akad atau bukan akad, baik akad itu tergolong akad istibfa^
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keseluruhan tergolong penolong {al-irfaq iva al-ma'unah)?^tangan-tangan mereka
dibebani ganti rugi, maka kepentingan publik akan terabaikan.

Aakan tetapi fuqaha' berbeda pendapat pada sebagian al-jadyang lain seperti
yadal'musta'ir(^Qtxnsi]2m hzxAn^^yadal-murtahin (penerima gadai),j<7«/al-ivakildengan
upah,ji7</ajiral-muytarak, 62ss.yad'^embuatbatangpada akadistisna'). Sebagian
fuqaha'berpendapat bahwatangan-tangan meieka termasuk tanganamanahsehingga
kalau terjadi kerusakan barang tidak dibebani ganti. rugi. Sedangkan fuqaha' yang
Iainberpendapat bahwa tangan-tangan mereka ^.^A-^yadu dhaman, artinya jikaterjadi
kerusakan pada barang padasaat mpenguasaan mereka dibebani gantirugi. '̂̂

Perbedaan pendapattersebutmunculkarenabeberapasebab. Pertama: Sebagian
al-aidi (jamak dart alyad) tersebut dari satu sisi memiliki kemiripan secara dominan
dengan al-aidi al-aminah, sedang di sisi lain kcmtripannya juga dominan dengan al-
aidi al-daminab. Fuqaha yang mentarjih kemiripannya dengan al-aidi al-aminah
menjadikannya bagian ^zAyad amanah sendiri, sebaliknya fuqaha' yang mentarjih
kemiripannya dengan al-aidi al-daminah menjadikannya bagian dan al-yad al-daminah?^

Kedua sebagian fuqaha' melakukan istihsan untuk menetapkan ganti rugi
terhadap al-aidi al-aminah untuk mengantisipasi kerugian akibat kerusakan barang
karena suatu kecerobohan dan kelalaianmereka. Ketiga terdapat perbedaan pendapat
tentang subut-nyz sejumlah nas yang berkaitan dengan al-aidi. Misalnya hadis: *ala al
musta'iri ghaira al mugbilli dhamanun, '̂ dan 'ala alyadima akhad^t hatta tuaddih^^ dan
wa la tahun man khanahP^ dan anna Pasulallahi ista'ara min Shafwana ibni XJmamyyah

(akad pemelihaiaan barang sepeiti wadi'ab, maupun akad istilfar (akad untuk penggunaan jasa barang
seperti ijarah. Amanah yang tanpa menggunakan akad seperti luqatbob (barangpungutan)yangberda
pada al-multaqitb selama dalam penyiarannya. Sedangkan di dalam Majallatu alrAhkan al-lAdlijab
menyebutkan bahwa amanah adalah sesuatuyang dipercayakankepada seseorangberupa akad, seperti
harta benda yangdisewakanatauyangdipinjamkan, maupun harta yangberada di tanganoranglain tanpa
melalui akadatau tanpakesengajaan. Sedangkan al-amin adalahorang-orangyangsedangmengemban
amanah. lihat Muhammad Ruwas Qol'aji dan Hamid Sodiq Qunaibi iMgatal-¥uqaha'
'J4rabi-Ink£^, Beirut Dar'al-Na&'is, CetJI,.

^ AK Ibn Muhammad AI-Mawardi, VHI, p. 192,394, IX, p. 104,X, p. 385.
®Lihat referensi sejumlahfiqh klasikdalam Nazih Hammad (^00\),QodqyaFiqbiyabMu'asirahJi

al-maliva al-lqtisad, Damaskus:Daral-Qalam,Get I, p. 370.
^ lihat al-Muqaddimatal-mumahbiddt, haL 2/246^368,Alilbn MuhammadAl-Mawardi, Jilid

VII. p.191,IX,p. 254,AhmadIbn Idrisal-Qurafi, op. nV.Jilid.11. p. 207,AbdurrahmanIbn Syihabuddin
IbnRajab.^. cit.p. (A,Ka^u al-Qina\hA. 92y al-Zakhirah, hal.8/112.

Dirivrayatkan oleh Daral-quthni dan al-Baihaqidari hadis Amr ibn Syu'aibdari ayahnyadan
kakeknya. Daral-quthni menda'ilkan hadis ini. Ibn Hajar berkata: dalam isnadnya ada dua orang yang
da'if.Lihat Ibn Hajar al-Asqalani (1384), al-Talkbis al-HabirjiTakbrijAhadisal-^fil ai-Kabir, Mesir:
Syarikat al-Thiba*ah al-Fanniyah,Jilid III, p. 97,dan Muhammad Ali al-Syaukani, op. «/,Jilid Y,p. 296.

^ Diriwayatkan olehAbu Daud,Tirmizi,Ibn majahdan Iain-lain. Hadisini jugada'if.Lihat Ibn
Hajar al-Asqalani, ibid, Jilid. HI. p. 353 dan Muhammad Ali al-Syaukani, op. cit, Jilid Y,p. 298.

^ Diriwayatkan olehAbu Daud, linnizi, al-Daromi, dan Iain-lain, kendatidiakui sebagai hadis
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adra'anyautna Hunaini, faqala: aghasbanya Muhamfnad?, Jaqala: hat ariyaian
madhmunatar2*

Tedepas dari sikng pendapat tersebut st^Xnsyadu amanah dapatberubah menjadi
yadu dhamanah karena antata lain pertimbagan 'utfatau tradisi kolektif yang beikku
di tengah masyarakat. Pendapat ini umum di kalangan fiiqaha' Hanafiyah dan
Malikiyah. Mereka kemudian mengemukakan kaidah fiqh yang berkaitan dengan al-
'urf yaitu: xS^ SaUJl

Contoh konkret mengenai masalah tersebut dapat ditemukan dalam fiqh
mazhab Hanbali yang mengatakan bahwa para hurras (tukang jaga, satpam untuk
masa sekaran^ barang tidak dapat dibebankan ganti rugi. Sebab mereka tergolong
yadu amanah. Namun demikian, seperti. dikemukakan oleh penulis Kayfu al-Qina,
para hurras tersebut sewaktu-waktu dapat dibebani ganti rugi berdasarkan
pertimbangan al-'utf: Beliau mengatakan:

Makna yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Nujaim, seorang faqih penganut
mazhab Hanafi, ketdka menjawab pertanyaan dan mengomentari kaidah: almahfu
ka al mayarut. Beliau mengatakan:

-els' jUai t di Jp UU-ili ^Uall J jyJl (Sj^

Jadi, menurut Ibn Nujaim, para pekerja dan peminjam barang dikenakan ganti
rugi jika terjadi kerusakan akibat kecerobohan atau kelalaian.

Selain faktor 'urf, unsur ta'addi (perlakuan yang melampaui wewenang baik
secara syara' maupun 'urfi juga dapat menyebabkan ganti rugi ha^yad amanah. Hal
ini menjadi kesepakatan para fuqaha' seperti ta'addi yang dilakukan oleh al-wadi
(yang diberi kepercayaan memegang titipan) terhadap al-wadi'ah (titipan) dengan
merusak atau memanfaatkan tanpa seizin pemiUknya. Atau juga taaddi yang
dilakukan oleh mudharib (yang melakukan usaha dalam akad mudarabal)) ketika
mengerjakan sesuatu di luar kontrak dengan sahib al-mal (pemilik modal). Seperti
juga al-ta'addi yang dilakukan oleh al-ajir (tenaga sewaan/orang upahan) dengan

hasan oleh Tirtnizi, namun Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini tidak tsabit.
^ Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan Iain-lain. Sebagian ulama

mensahihkan hadis ku. Tetapi menurut Syaukani jalan hadis ini dianggap cacat oleh Ibn Hazm dan Ibn
Qattan. Lihat IbnHajar al-Asqalani, /^/</, Jilid. III.p.52.

Al-Buhuti (1394H.), Kasy-yafal-qitta', Makkah: Mathba'ah al-Hukumah, p. 69.
^Al-Qori (1401H.),Majallatual-Ahkamal-'Adhjah 'alaMatdjabiAhmad,Tihamah, 1401 H.
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tidak mengindahkan perintah al-musta'jir (orang yang menyewa tenaga), atau juga
tindakan wakil (wakil) yang melampauiwewenang yang didelegasikan oleh al-mmmkkil
(pihak yang diwakil^. Mereka ini terkena kewajiban dhaman karena sebagai pelaku
langsung {muba^r) yang mengakibatkan kerusakan, atau.penyebab rusaknya barang
secara zalim dan adanya unsur petmusuhan.

Jika teijadi perselisihan antara al-amin dengan sabib al-mal tentang pnlaku
ta'addi ini, tv>^ka penyelesaiannya diserahkan kepada ahli atau orang yang memiliki
kompetensi untuk itu. Solusi seperti ini sesuai dengan petunjuk Majallatu al-Ahkam
al-Sjar'iyah 'ala Ma^abiAhmad^^.

Al-tafrith menurut bahasa al-taqshir dan al-tadhjV (kelalain, kealpaan,
kesembronoan). Sedangkan al-lfrath bermakna al-israf wa mujmva:(atu al-bad
(melampaui batas, pemborosan). Menurut al-Jurjani" al-ifrath digunakan pada
kesewenangan yang betlebihan melampaui porsi yang normal {tajawa^t al-bad min
jatiib al-i(iyadab wa al-kamal). Sedangkan al-tafrith digunakan pada sikap minimalis
yang tidak proporsional {tajawa^ al-bad minjihat al-nuqshon wa al-taqsbir).

Para fuqaha' sepakat bahwa amanab dapat berubah status menjadi
dbamanah karena perilaku tafrith. Hal inibisa terjadi pada mudbarib, wadi\ dan musta'jir.
Standar tafritb yang mengharuskan dbaman itu ditakar dengan al-*urf. Sedangkan
tatawwu'ul amin bi ilii^^am ad-dhaman bada al-'aqdi (kesanggupan dan kerelaan dari al-
amin secara suka rela untuk melakukan ganti rugi setelah aka^, menurut mazhab
Maliki termasuk dalam kategori tabarru*.

Selain itu, pertimbangan maslabah juga dapat memposisikanj^^/// amanab menjadi
jadudbamanah. Tentunya kemaslahatan pihak yang dikorbankan. Terakhir adalah al-
tuhmab. Maksudnya, terdapat dugaan kuat bahwa terjadi kebohongan dari al-amin
yang menyatakan bahwa kerusakan barang bukan karena kelalaian atau
kecerobohannya, melainkan faktor di luar kemampuannya. Klaim seperti ini
sangat mungkin dilakukan oleh mereka yang hctsi^tas yadu amanab yang tidak
menyadari tanggung jawabnya. Atas dasar ini ganti rugi tetap diberlakukan kepada
mereka.

Demikian pulaji?^// amanab berubah menjadidbamanah karena syarat-
syarat yang ditetapkan secara sepihak {iytiratb dhaman 'ala al-aminf namun mendapat
persetujuan dari pihak amanab baik itu mudbarib, musta'jir, wadV, wakil, yarik
atau lainnya. Tetang masalah ini terdapat silang pendapat di antara para fuqaha'.
Pendapat pertama, syarat yang ditetapkan tersebut adalah batal karena tidak sejalan
dengan karaktedstik akad yang berstatus amanah. Pendapat ini dikemukakan oleh
fuqaha' Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan fuqaha' Hanabilah dalam salah satu
pendapat mereka yang populer. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh al-Sauri,

Syarif al-Jurjani (1971), al-Ta'rifat, al-Dar al-Txmisiyah lial-Nasyt, p.43.
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Auza'i, Ishaq, Nakha'i, dan Ibn al-Munzir. Atas dasar pendapat ini muncul kaidah
fiqli d^Tam mazhab Hanafi yaitu; isthiratu ad dhiman 'ala alamini bathilun.

Pendapat kedua, menetapkan syarat karena faktor yang mengkhawatirkan
pemilik modal misalnya, dapat dibenatkan dan dibetlakukan jika sesuatu yang
dikhawatirkan itu dalam kenyataannya metusak barang sehingga mengakibatkan
kerugian pada pemilik modal. Pendapat ini dikemukakan olehMuthatiif dan mazhab
Maliki.

Pendapat ketiga, syarat tersebut sahih dan mengikat. Pendapat ini
dikemukakan oleh Qatadah, Usman al-Buttiy, Ubaidillah ibn Hasan al-Anban,
Dawud al-Zahiri Han Ahmad dalam salah satu riwayamya. Walaupun pendapat ini
kurang populer di kalangan fuqaha' Malikiyah, dan pendapat yang tergolong lemah
Halam mazhab Hanafi, namun pendapat inimendapat dukungan danTmam Syaukani,
beliau mengatakan:

JfUii ^

L. Fenutup
Ide Hkaman dalam hukumIslam bersamaan dengan datangnya sumber hukiim

Islam sendiri. Sejumlah ayat dan hadis secara eksplisit telah mengisyaratkan dhaman
ini. Lain kemudian dikembangkan oleh para fiiqaha' dalam kontek perdata dan
pidana. Dalam konteks perdata para fuqaha, khususnya al-Qurofi dan al-^z Ibn
Abdi Salam menggunakan istilah al-zawajir. Sedangkan dalam kontek pidana mereka
menggunakan istilah al-zawajir. Adapun istdlah al-masuliyah baru banyak ditemukan
Halam fiqh-fiqh karya ahli hukum Islam modem.

Secara garis besar dhaman muncul karena darar badan^ah, darar maliyah dan
darar sangat mungkin terjadi di luarfisik dan harta, seperti pencemaran nama baik.
Tetapi terdapat darar yang kualifikasinya tidak mudah dinominalkan dengan ganti
rugi dalam bentuk uang misalnya. Karena itu berapa jumlah ganti rugi yang harus
dibayarkan selain yang tidak ditetapkan berdasarkan nas. Persoalan ini kembali
kepada al-'utf yang berlaku di masyarakat. Karena itu besarnya ganti rugi dapat
ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika cara ini sulit dilakukan maka
besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan ketetapan dan pembuat undang-undang.
Namun detnikian seorang hakim punya wewenang untuk menetapkan nominal ganti
rugi asal sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi dan tidak bertentangan
dengan rasa keadilan.
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